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Mengingat

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 800/ 21 /SK/DP-LK/1/2023

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA OPD TAHUN 2021-2026
KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2018 tentang perubahan Indikator Kinerja Utama
(IKU) Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah
wajib Menyusun Dokumen Indikator Kinerja Utama yang akan dijadikan ukuran untuk menilai
keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran Pembangunan ;

bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan Perubahan Indikator
Kinerja Utama (IKU) Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

10.

11.

2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Dacrah (Lembaran
ggggx)‘a Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Dacrah Kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4693);
Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instan Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang
Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6)

MEMUTUSKAN :

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis
Instansi

Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan
anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja

Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026 ini sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini




KEEMPAT : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian program dan kegiatan dilakukan oleh masing-
masing Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya dan disampaikan kepada Kepala Dinas

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Tembusan : disampaikan kepada Yth :
1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota (sebagai laporan)
2. Pertinggal

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada Tanggal Januari 2023

KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA




LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 800/ /8K/DP-LK/1/2023
TANGGAL Januari 2023
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PANGAN TH 2021-2026
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) OPD
TAHUN 2016-2021
NO|SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULA KINERJA UTAMA SUMBER DATA ey Tm""’l' ’m‘""' el el e B
1. |Meningkatnya 1. Jumlah Ketersediaan Energi dan | Ketersediaan (gr/hr) x BDD( Berat Dapat Dimakan] x Nilai Kalon Bahan Pangan Kabid Ketersedinan dan Kepala Dinas | 6.248kkal/ |6.337kkal/k | 6.426kkal |6.515kkal/ | 6.604kkal/ | 6.693kkal/
Distribusi, p Protein kap/hari 100 100 Distribusi Pangan kap/hari ep/hari | /kap/han| kap/hari | kap/han | kap/hari
Kemandirian dan 3 _— .
Keudalatan Pangan |2 Energi (kkal/kap/hari Ketersediaan (gr/hr) x BDD( Berat Dapat Dimakan) x Nilai Protein Bahan Pangan Kabid Ketersediaan dan Kepala Dinas 63 63 63 63 63 63
b, Protein (gr/kap/hari) 100 100 Distribusi Pangan @ /kap/hr | gr/kap/hr |gr/kap/hr| gr/kap/hr| gr/kap/hr | gr/kap/hr
2. Jumlah penyedi dang . Kepala Dinas 65, 75, 0S
pangan pemerintah daerah Jumlah Cadangan Pangan pada Tahun N g:‘.':‘:b"‘f"‘“m”";.':" dan 45,594 ke | 55,594 kot | 65524 | TS g5 504 kem | 105
3. Jumlah Penaganan Dacrah f d
Rawen pangsn Jumiah Daerah Rawan pangs g"‘.‘:‘:b"‘:’.‘f;n“’;“ n Kepala Dinas 1 9 7 s 3 0
4. Ketersediaan Pangan Utama ) Kabid Ketersediaan dan Kepala Dinas
Jumlah Ketersediaan Pangan Utama Dietribusi Pangan 368,54 380,85 393,15 | 40545 | 417,75 430,06
S. Persentase Ketersediaan Pangan Jumlah Cadangan pangan pada Tahun N/166 x 100% Kabid Ketersediaan dan
sedianya cadangan bera Distribusi Pangan Kepala Dinas 18,37 243 35,14 41,14 53,14 74,15
6. Persentase Peningkatan 220% . 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Kabid Ketersediaan dan g
Distribusi Pangan Daerah Rawan pangan berdasarkan peta FSVA Distribusi Pangan Kepala Dinas
2. |Meningkatnya
Diversifikasi dan i . : Kabid P k
7. skor pola pangan harapan (PPH) | Nilai Total AKE Absolut (AKE Maks) berdasarkan perkalian antara bobot g BAr ,
s;p““";‘""" Pangan  yonaumsi pangan kelompok pangan dan % AKE (Angka Kecukupan Energi) P“:':;‘n'“" dan Keamanan | Kepala Dinas | 81,76 81,82 81,88 | 81,94 a2 82,06
8. Persentase Peningkatan Kabid Penganek Kepala Dinas
Pengujian Sampel Keamanan Jumlah sampel pangan segar yang aman x 100 % Konsumsi dan Keamanan
Pangan Segar Jumlah sampel pangan segar yang diuji Pangan 70% 78% 80% 82% 84% 86%
3. |Terwujudnya 9. Nilai Evaluasi AKIP Kabid Pe: karagar Kepala Dinas 65 67 69 71 73 75
Pecingtastand Konsumsi dan Keamanan o
Akuntabilitas Kinerja Hasil Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Kabupaten Pangan, dan Distribusi
Pangan dan Sckretariat Dinas
Pangan

Ditetapkan di : Tanjung Pati




